
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja 
antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah 
lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah; 

BUPATI BUTON TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR 39 TAHUN 2024 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH 
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rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Unclang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nornor 141, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor ] 8 Tahu n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tah un 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu n 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lebaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan .labatan Adrninistrasi ke cla1am Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 
2021 Nomor 525); 

7. Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Pcnycderhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546): 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Kinerja Aparat.ur Sipil Negara (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penvederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181): 

10. Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tah un 2023 Nomor 54); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 
129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang mermrnpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli 
keweriangan daerah otonom. 

c. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Buton Tengah. 
e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 
penyeleriggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

f. lnspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah. 

g. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Buton 
Tengah. 

h. Inspektur Pembantu adalah lnspektur Pembantu di 
lingkungan lnspektorat. 

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian 
urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi 
kepada daerah kabupaten/kota untuk rnelaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

J. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut /\SN 
ada1ah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

k. Jabatan Furigsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi funasi dan t110""S berkaitan denzan nelavanan .J. ..l .. ......._ .Lb .I. '-'4.t::,t..A.. .I. J.. ..l\.. ..LJ.. '-' .LQ .LJ.. _tJV..a.LA...~}·~ .J. .I! 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterarnpilan tertentu. 

I. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan _vang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATf BUTON TENGAH TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANfSASI, TUGAS DAN 
F'UNGSI SERTA TATA KERJA fNSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH 

MEMUTUSKAN: 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Bu ton Tengah Tahun 2019 Nornor 
153; 
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Pasal 5 
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat Daerah 
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau 
Guber nu r sebagai wakil pernerintah pu sat, 

Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud clalam 
Pasal 3 Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

tasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu. evaluasi, pemantauan. 
dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat; 

d. penyu sunan laporan hasil pegawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 
f. perigawasan pelaksanaan program reforrnasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat: dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal3 
Inspektorat Daerah mernpunyai tugas membantu Bupati 
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Pasal 2 
( 1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 
(2) Jnspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

BAB ll 
KEDUDUKAN 

pelayarian fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
clan keterampilan tertentu. 

m. .Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan 
publik serta adrninistrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

n. Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan peiayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

o. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan 
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat 
lain yang diberikan pendelegasian wewenang, 
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dan 
bidang 
urusan 

Pasal 10 
Inspektur mempunyai tugas mermmpm 
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di 
pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
pemerintahan di Daerah Kabupaten dan desa. 

Bagian Kesatu 
lnspektur 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSl 

mernbawahi ll, 

mern ba wahi T 
1, 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian: dan 
2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Inspektur Pernbantu Wilayah 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Inspektur Pembantu Wilayah 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mernbawahi 
Kclompok Jabatan Furigsional. 

f. lnspektur Pembantu Investigasi, membawahi 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Kelornpok Jabatan Fungsional 
(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 

sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peratu ran Bupati ini. 

Pasal 9 
( 1 J Susunan orgarusasi Inspektorat Daerah Tipe B terdiri 

atas: 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, mernbawahi: 

BAB HI 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa18 
Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 melibatkan Lembaga yang melaksanakan tugas clan 
fungsi pengawasan internal pemerintah. 

Pasal 7 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan 
supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani 
laporan indikasi penyalahgunaan weweriang dan / atau 
kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal6. 

Pasal6 
Dalarn hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi 
penyalahgunaan weweriang dan/atau kerugian keuangan 
Negara/Daerah, Inspektorat Daerah wajib melaporkan 
kepada Gubernur sebagai wakil pernerintah pusar 
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Pasal 13 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan 

anggaran pengawasari, peny1ap;:i.n penyusunan 
rancangan perat.uran perundang-undangan dan 
pengadministrasian kerjasama; 

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan , pengumpulan, 
pengelolaan. ana1isis, dan penyajian laporan hasil 
pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian 
kinerja; 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup lnspektorat 
Daerah; 

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan 
rumah tangga lingkup lnspektorat Daerah; dan 

e. pelaksanaan f ungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 
berkaitan dengan tugas dan fungsinva. 

Pasal 12 
( l) Sekretariat mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan koordinasi pengawasan dan memberikan 
pelayanan adrninistrasi dan fungsional kepada semua 
unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) 
dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah 
dan bert.anggungjawab kepada Inspekt.ur. 

Bagian Ked ua 
Sekretariat 

Pasal 1 1 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 Inspektur menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program pengawasan; 
b. penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
c. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksa naari 

urusan pemerintahan di Daerah; 
d. pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah 

dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; 
e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian , dan 

penilaian tugas perigawasari: 
f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan lingkup 

Tnspektorat; 
g. pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan 

Iungsional di lmgkungan lnspektorat Daerah; 
h. pelaksanaan monitoring dan eva1uasi percepatan 

pemberantasan korupsi; 
1. perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 
Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Inspektorat Daerah; 
clan 

J. peningkatan nilai SAKIP Inspekt.orat Daerah. 
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Pasal 17 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 16 ayat (l) lnspektur Pembantu Wilayah r, Inspektur 
Pembantu Wilayah lI dan lnspektur Pembantu Wilayah m 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 

clan pengawasan terhadap Perangkat Daerah: 
b. perencanaan program pernbinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah; 

c. pengoordinasian peiaksanaan pengawasan fungsional 
penyelenggaraan uru san pernerintahan daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan uru san 

Pasal 16 
(1) ln spektur Pernbant.u Wilavah I, Inspektur Pernbantu 

Wilayah 11 dan Inspektur Pembantu Wilayah TIT 
mempunyai tugas melaksanakan pernbinaan dan 
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 
keuangan, kinerja, dan urusan pernerintahan yang 
menjadi kewenarigan Daerah pada Perangkat Dae rah. 

(2) lrispektur Pembantu sebagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) dipimpin oleh ln spekt.u r Pernbantu yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur. 

Bagian Ketiga 
Inspektur Pembantu 

Pasal 15 
Subbagian Urnum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 14 ayat ( 1) huruf a, mernpunyai tugas: 
a. melaksanakan administrasi um urn perkantoran; 
b. melakukan penyiapan dan koordinasi penye1enggaraan 

urusan kepegawaian, penatalaksanaan, pendidikan dan 
pelatihan aparatur, urusan keuangan serta pengelolaan 
barang clan aset: 

c. melaksanakan koordiriasi perencariaan, pengelolaan dan 
pelaporan keuangan dan aset: 

d. melaksanakan koordinasi pelaporan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipi1 Negara; 

e. menyiapkan penyusunan peraturan perundang- 
undangan di bidang pengawasan; dan 

f. menviapkan evaluasi peningkatan level Internal Audit 
Capablity Model. 

Pasal 14 
( 1} Sekretariat, terdiri atas: 

a. Subbagian Urnum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelornpok .Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf 
a, dipirnpin oleh Kepala Subbagian yang berked udu kan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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Pasal 20 
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) lnspektur Pembantu lnvestigasi 
menyelenggarakan f urigs i: 
a. pelaksanaan audit dilakukan dengan pendekatan 

investigatif; 

Pasal 19 
( 1) lnspektur Pembantu Investigasi rnempunyai tu gas: 

a. melaksanakan klarifikasi, pemeriksaan dan 
pengusut.an terhadap kasus pengaduan atas 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan pendalaman pemeriksaan t.erhadap hasil-hasil 
perneriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
lainnya yang mengandung unsur koru psi, kolusi dan 
nepotisme serta melaksanakan sosialisasi tentang 
pen_yelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 

b. mencari, menemukan, mengumpulkan da n 
menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara 
sistematis oleh pihak yang berkompeten dan 
independen untuk mengumpulkan fakta atau 
kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak 
pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tnspektur Pembantu investigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dipimpin oleh Inspektur Pembant.u yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
lnspektur. 

Bagian Keempat 
lnspektur Pembantu Investigasi 

Pasal 18 
Pembagian ruang lingkup penugasan dan pengawasan oleh 
lnspektur Pembantu Wilavah l, lnspektur Pernbantu 
Wilayah Tr, dan Inspektur Pembantu Wilayah Ill 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur. 

penyiapan 
pengawasan 
daerah; 

g. kerjasarna pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan; 

1. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan I nspektur Jenderal dan penvusunan laporan 
hasil pengawasan; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 
terkait dengan tugas dan fu ngsinya. 

dan fasilitasi 
pernerin tahan 

perumusan kebijakan 
penyelenggaraan urusan 

f. 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas 
Perangkat Daerah; 
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Pasal23 
( 1) Kelornpok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat 
pirnpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau 
pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang 
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

1?) penentuan kedudukan sebaaaimana dimaksud nada l--. I~ • • L l..A......l..L "'-'I '--'' (..4,,..L ..._ b ..L .1. ..L'-.,4, i.J\..l.'11.. .. ........_'--_. 1-"llA._'--t. 

ayat ( 1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta 
jabaLan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin 
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsiona1 
tersebut dapat mernbawahi Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana. 

Pasal 22 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai 
deugan bidang kealilian dan keterampilan. 

Pasal 21 
Di lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan 
sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan 
kebutuhan yang pelaksanaannn_ya dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional 

b. penanganan pengaduan rnasyarakat dan perneriksaan 
dengan tujuan tertentu; 

c. pemeriksaan terpadu dengan Aparat Pengawasan Intern 
Pemcrintah Kementerian/Lembaga dan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan; 

d. pengawasan atas dana hibah , bantuan sosial dan 
bantuan keuangan; 

e. perigawasan atas Lembaga Keuangan Pemerintah 
Dacrah Kabupaten: 

f. pengawasan Perusahaan Daerah Kabupaten: 
g. pcngawasan percepatan mcnuju good governance, clean 

qouerment dan pelayanan publik: 
h. pengoordinasian pencegahan dan pem be ran tasan 

pemungutan liar, percaloan dan tindak pidana korupsi; 
1. pengawalan implementasi zona integritas: 
J. evaluasi penerapan manajemen risiko; 
k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengav .. 'asan 

terhadap kegiatan lainnya: dan 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 30 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing­ 
rnasing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan apabila terjadi penyirnparigan wajib rnengambil 

Pasal 29 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masmg- 
masing bertanggu ngjawab mcmrmpm dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-rnasing dan 
memberikan birribingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas kedinasan. 

Pasal 28 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-rnasing 
harus menerapkan sistern pengendalian intern di lingkungan 
masing-rnasing untuk mewujudkan terlaksananya 
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan 
rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 
terintegrasi. 

Pasal 27 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpman unit 
organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-rnasing maupun 
antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing­ 
masmg. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 26 
Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan 
Furigsiorial dilaksariakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 
( 1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Jenis dan jurnlah Kelompok Jabatan Fungsionai 
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditentukan 
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 24 
( l) Dalam pelaksanaan tu gas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja 
secara individu dan/atau tirn kerja untuk mendukung 
pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. 

(2) ketentuan lebih lanjut terkait mekariisrne kerja 
Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 36 
( 1) Inspektur merupakan Jabatan Pirnpinan Tinggi Prata ma 

atau jabatan struktural eselon Il.a. 
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural eselon III.a. 
(3) In spekr.ur Pern ban tu merupakan .Jabatan Administrator 

a tau jabatan struktural eselon III. b. 
(4) Kepala Su bbagia n merupakan Jabatan Pengawas atau 

jabatan struktural eselon IV.a. 

Bagian Kedua 
.Jabatan 

Pasal 35 
Kcpangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di 
lingkungan lnspektorat, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Bagian Kesatu 
Kepega wa ian 

BAB Vl 
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Pasal 34 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, 
masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat 
rnendelegasikan kewenangan-kewenangan terteritu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang-undangan. 

Pasal 33 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
pimpinan unit organisasi, t.embusan laporan wajib 
disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara 
fungsional mernpunyai hubungan kerja. 

Pasal32 
Seriap laporan yang diterirna oleh pimpinan unit organisasi 
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 31 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mernatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 
masing-masing clan menyampaikan laporan secara berkala 
dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

langkah-langkah yang diperlukan se suai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BERI A DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 577 

RAH KABUPATEN BUTON TENGAH, 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal 23 September 2024 

GAH, 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 23 September 2024 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati im dengan 

dalam Serita Daerah Kabupaten Buton 

tanggal pada 
Pasal 39 
mulai berlaku mi Peraturan Bupati 

diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Tengah. 

Pasal 38 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton 
Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 
(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta 

jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di 
lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Standar kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan di 
lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
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INSPEKTUR 

I I 
I I I I I I I I 

- KELOMPOK JABATAN I- 

f- >- SEKRETARIS 
>- FUNGSIONAL I- 

I 
I I I I I I I I 

SUB BA GIAN >- KELOMPOK JABATAN I- 

>- I- 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN >- FUNGS!ONAL f- 

I 

INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III INVESTIGASI 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
- JABATAN FUNGSIONAL - I- JABATAN FUNGSIONAL I- JABATAN FUNGSIONAL - - JABATAN FllNGSIONAL - - - - - I- - I- 

- AUOrt'OR/Pl'UPO - >- AUDrt'OR/PPUPD >- - AUOrroR/PPUPO - >- AUDITOR/PPUPO - 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR 39 TAHUN 2024 
TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH 


